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Abstract— Criminal acts in drug abuse tend to increase every year. Some of the most frequently abused drugs in recent years are
psychotropic drugs and certain prescription drugs. (OOT). In generally, the factors that cause these crimes can be divided into two factor,
first personal factors ( originate from within the individual) and situational factors. Studies related to the analysis of the causes of drug
abuse crime have not been much done, especially in the province of Bali. The study aims to analyze the relationship between the personal
factors of the perpetrators and drug abuse crimes in the province of Bali. The data used is data of pro-justicia cases related to drug abuses
crimes handled by BBPOM in Denpasar and the Local Office in Buleleng (as an investigator and expert) during the period January 2021
to February 2024. Spearman’s descriptive analysis and correlation tests were carried out against these factors. The result was that the
frequency of drug crimes was dominated by the abuse of OOT commodities (89.5%) with the predominant personal factors, namely the
age group 20-24 years (31.6%), the type of occupation (57.9%), and the level of high school education (36.8%). Spearman’s correlation
test results showed that there was a correlationship between the commodity of this crime drug with the age of the perpetrator (0.551) and
the kind of job (0.604), whereas on the factor level of education there was no relationship (0.033) (P = 95%). A correlation value >Alpha
(0,05) indicates that between compared factors there is a correlationship. The absence of correlation to the educational level factor, indicates
that any level of education, has equal chances of being exposed to drug abuse crime. The analysis concluded that there is a correlationship
between the personal factors of the perpetrators and drug abuse crimes in the province of Bali. Similarly, in connection with the correlation
between the age factor and the type of job, it becomes a reference and consideration for BPOM, the Bali Regional Police, and the Bali
Provincial Government in determining a more effective, effective, and targeted preventive action strategy to reduce the rate of drug abuse.
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Abstrak— Tindak pidana penyalahgunaan obat ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Golongan obat yang belakangan
sering disalahgunakan diantaranya adalah golongan obat psikotropika dan Obat-Obat Tertentu (OOT). Faktor-faktor penyebab kejahatan
pidana ini dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu: faktor personal dan faktor situasi. Kajian terkait analisis faktor penyebab tindak pidana
penyalahgunaan obat belum banyak dilakukan, khususnya di wilayah provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan
faktor personal pelaku dengan tindak pidana penyalahgunaan obat di wilayah provinsi Bali. Dilakukan analisa terhadap data kasus pro-
justicia terkait tindak pidana penyalahgunaan obat yang ditangani BBPOM di Denpasar dan Kantor Loka di Buleleng (sebagai penyidik
dan ahli) pada periode Januari 2021 sampai Februari 2024. Analisis deskriptif dan uji korelasi Spearman dilakukan terhadap faktor-faktor
tersebut. Diperoleh hasil bahwa frekuensi tindak pidana kejahatan obat didominasi oleh penyalahgunaan komoditi OOT (89,5%) dengan
faktor personal yang dominan, yaitu kelompok umur 20-24 tahun (31,6%), jenis pekerjaan buruh (57,9%), dan tingkat pendidikan SMA
(36,8%). Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara komoditi obat tindak pidana ini dengan umur pelaku
(0,551) dan jenis pekerjaan (0,604), sedangkan pada faktor tingkat pendidikan tidak diperoleh adanya hubungan (0,033) (P = 95% ; korelasi
α = 0,05). Tidak adanya hubungan pada faktor tingkat pendidikan mengindikasikan bahwa semua jenjang pendidikan manapun mempun-
yai peluang yang sama untuk terpapar tindak pidana penyalahgunaan obat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan faktor
personal dengan tindak pidana penyalahgunaan obat di provinsi Bali. Hal ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi BPOM, Kepolisian
Daerah Bali, dan Pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan sasaran dan strategi tindakan preventif yang lebih efektif, efisien, dan tepat
sasaran guna menurunkan angka tindak pidana penyalahgunaan obat ini.
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1.PENDAHULUAN
Kemajuan peradaban suatu negara yang tidak diimbangi

dengan tingkat sumber daya manusia yang memadai dapat
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membawa beberapa dampak negatif. Salah satu dampak ter-
sebut adalah meningkatnya tindak pidana di bidang ilmu pen-
getahuan, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu tindak
pidana yang marak saat ini adalah penyalahgunaan obat. Ne-
gara harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menanga-
ni masalah kesehatan yang serius dan menetapkan undang-
undang yang mengatur kesehatan (Wahyono, 2022). Adanya
peningkatan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan
obat sehingga beberapa oknum memanfaatkan kemudahan
untuk mendapatkan obat. Dalam kurun waktu beberapa tahun
terakhir ini peredaran obat keras dan obat-obat tertentu dila-
kukan melalui media online semakin marak. Penjualan ini di-
lakukan tanpa adanya legalitas yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Peredaran obat tersebut sering disalahgunakan
sehingga merugikan kesehatan masyarakat karena tidak ter-
jamin keamanan, khasiat dan mutunya (Ariestiena, 2020).
Penyalahgunaan obat obat terlarang sebagian besar dilaku-
kan remaja. Hal ini mengakibatkan sumber daya manusia po-
tensial penerus bangsa ini tidak berfungsi secara maksimal
akibat penyalahgunaan obat terlarang (Anggareni, 2016).

Di Indonesia, penggolongan obat diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/VI/2000. Peng-
golongan obat dimaksudkan guna menjamin keamanan dan
ketepatan penggunaan oleh pasien serta pengamanan terha-
dap proses distribusi obat itu sendiri. Penggolongan obat ter-
sebut terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wa-
jib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. Pada go-
longan obat yang disebutkan hanya obat bebas, obat bebas
terbatas dan obat herbal yang dapat diperoleh bebas tanpa
ada resep dokter. Obat keras dan obat golongan narkotika
dan psikotropika hanya bisa diperoleh menggunakan resep
dokter atau dokter spesialis. Golongan obat yang akhir akhir
ini sering disalahgunakan diantaranya adalah golongan psi-
kotropika dan jenis obat obatan tertentu (OOT). Menurut Pe-
raturan Badan POM No. 10 Tahun 2019, Obat-Obat Tertentu
(OOT) adalah jenis obat yang bekerja di sistem susunan sya-
raf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada peng-
gunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan terjadinya ke-
tergantungan dan perubahan yang khas pada aktivitas mental
serta perilaku. Obat-obat tertentu tersebut terdiri dari 6 jenis
obat yaitu: Tramadol, Triheksilfenidil, Amitriptilin, Klorpro-
mazin, Haloperidol, dan Dekstrometorfan.

Tindak pidana penyalahgunaan obat ini dapat disebabkan
oleh berbagi faktor. Menurut Separovic (1985) dalam We-
da (1996), terdapat dua faktor utama yang menjadi pen-
yebab terjadinya kejahatan yaitu: 1) Faktor personal, men-
cakup faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan men-
tal, dan lain-lain) dan psikologis terkait agresivitas, kecero-
bohan, dan keterasingan; 2) Faktor situasi, mencakup situa-
si konflik, faktor tempat dan faktor waktu. Penyalahgunaan
obat terlarang yang marak dilakukan oleh remaja merupakan
suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melang-
gar hukum (Kusuma, 2018). Tingkat pendidikan, mempenga-
ruhi seseorang untuk terlibat dalam suatu tindak pidana. Me-
nurut teori Bonger, lingkungan dalam masyarakat yang ku-
rang memfokuskan pada norma-norma yang berlaku terma-
suk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat
bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan (Prakoso,
2017). Selain itu, faktor pendidikan juga terkait dengan je-
nis pekerjaan seseorang. Seseorang yang berpendidikan ren-
dah akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya

memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga akan mempenga-
ruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepriba-
dian jahat demi mencapai suatu keinginannya (Utami, 2012).
Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum
berdampak pada kecenderungan untuk melakukan tindak pi-
dana termasuk, termasuk diantaranya terlibat dalam pereda-
ran dan penyalahgunaan obat (Rumini, 2016). Penyalahgu-
naan obat-obat terlarang sebagian besar dilakukan oleh pela-
jar dan mahasiswa. Hal ini berarti peran pelajar dan mahasis-
wa sebagai generasi penerus bangsa tidak bisa berfungsi se-
cara maksimal yang diakibatkan penyalahgunaan obat-obat
terlarang tersebut (Anggareni, 2016).

Penyalahgunaan obat terlarang oleh remaja merupakan
suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melang-
gar hukum (Kusuma, 2018). Penyalahgunaan obat merupa-
kan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan yang ber-
laku sebagaimana tercantum dalam UU No 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan. Berdasarkan data Renstra Deputi Bidang
Penindakan Badan POM (2020), terdapat ekskalasi seca-
ra nasional peningkatan Tindak pidana di bidang obat dan
makanan setiap tahunnya pada periode 2016 – 2019. Di
tahun 2016 pelanggaran obat dan makanan tercatat seban-
yak 250 kasus, dan terus meningkat menjadi 293 kasus di
2017, 302 kasus tahun 2018, dan 116 pada pertengahan tahun
2019. Khususnya di wilayah provinsi Bali, salah satu pro-
vinsi yang menjadi sorotan dunia internasional, berdasarkan
Renstra BBPOM di Denpasar (2020) kasus penyalahgunaan
obat (OOT dan psikotropika) ini belum menunjukkan tren
penurunan yang berarti dalam 3 tahun terakhir. Hal ini pa-
tut menjadi perhatian serius karena resiko dan dampak dari
pelanggaran tersebut bersifat sangat startegis, yakni bagi ke-
sehatan dan produktivitas masyarakat. Peredaran obat di pro-
vinsi Bali menjadi wilayah pengawasan UPT BPOM yaitu
Balai Besar POM di Denpasar dan Loka POM di Kabupaten
Buleleng. Balai Besar POM di Denpasar membawahi 7 kabu-
paten/kota di Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten
Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupa-
ten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karanga-
sem. Kantor Loka POM di Buleleng sendiri membawahi 2
kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jem-
brana.

Tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan obat di
wilayah provinsi Bali ini menunjukkan belum optimalnya
upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Perencanaan
strategi dan sasaran dalam upaya preventif yang tepat menja-
di kunci dalam memecahkan masalah tersebut. Hal ini mem-
butuhkan kajian-kajian strategis yang relevan guna mengha-
silkan suatu tindak lanjut yang efektif, efesien, dan tepat sa-
saran. Saat ini, kajian – kajian yang bersifat komprehensif
terkait tindak pidana penyalahgunaan obat golongan psiko-
tropika dan OOT tersebut belum banyak dilakukan, khususn-
ya di wilayah provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis hubungan faktor personal dengan tindak pidana
penyalahgunaan obat golongan psikotropika dan OOT yang
terjadi di wilayah provinsi Bali. Kajian dilakukan terhadap
data yang bersumber dari data kasus projusticia terkait tindak
pidana penyalahgunaan obat yang ditangani BBPOM di Den-
pasar dan Kantor Loka di Buleleng (sebagai penyidik dan
ahli) pada kurun waktu Januari 2021 sampai Februari 2024.
Diharapakan, melalui penelitian ini dapat menghasilkan sua-
tu kajian yang mendalam dan dapat menjadi acuan dan ma-
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sukan pertimbangan bagi BPOM dan lintas sektor terkait da-
lam menentukan strategi tindakan preventif yang paling efek-
tif dan tepat sasaran guna menurunkan kasus kejahatan obat
dan makanan itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga dapat
sebagai input bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan di-
nas provinsi terkait, dalam menyusun program sosialisasi dan
edukasi terkait kesadaran masyarakat di provinsi Bali dalam
penggunaan obat yang aman bagi kesehatan.

2. BAHAN DAN METODE

2.1 Bahan dan Alat
Penelitian dilakukan time-series mulai bulan Januari 2021

sampai Februari 2024 dan analisis data dilakukan di kantor
BBPOM di Denpasar, Jl. Tjut Nya Dien No. 5, Denpasar Ti-
mur, Denpasar Bali, pada 20 Februari–1 Maret 2024. Peneli-
tian ini dilakukan secara kuantitatif mengggunakan data pri-
mer yang bersumber dari berkas perkara serta daftar kasus
tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat yang terja-
di di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Keseluruhan
data tersebut merupakan hasil temuan petugas BBPOM di
Denpasar dan Kantor Loka POM di Buleleng, baik selaku
penyidik maupun sebagai ahli dalam kasus tindak pidana.
Analisis data diawali dengan mengelompokkan data kasus
menggunakan beberapa variabel penelitian yang terdiri da-
ri umur pelaku, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan ko-
moditi obat yang disalahgunakan (OOT dan Psikotropika).
Data ditabulasi dan dimasukkan dalam table, untuk dilaku-
kan pengcodingan dan diolah secara statistika menggunakan
aplikasi IBM SPSS Statistic 26.0 for Windows

2.2 Metode
Penelitian ini dirancang dengan pemikiran bahwa pelaku

tindak pidana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
Faktor Komoditi, Faktor Personal dan Faktor Situasi (refe-
rensi) (Gambar 1). Faktor komoditi dibagi dalam dua katego-
ri komoditi yaitu Obat Obat Tertentu (OOT) dan Psikotropi-
ka. Faktor Personal yang dianalisis dalam penelitian ini me-
liputi umur pelaku, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.
Dalam penelitian ini tidak dilakukan terhadap faktor ekstern
karena keterbatasan jumlah dan akses data yang terkait.

Pelaku tindak pidana penyalhgunaan obat yang ditanga-
ni oleh penyidik BBPOM di Denpasar sebagai UPT badan
POM untuk wilayah provinsi Bali, selamat periode periode
Januari 2021 – Februari 2024 berjumlah total 19 (Sembilan
Belas) perkara. Analisis deskriptif dilakukan secara univariat
(sebaran frekuensi dan crosstab) terhadap sampel yaitu 19
data faktor personal pelaku penyalahgunaan obat di provinsi
Bali untuk melihat dan mengkaji pola dan sebaran pereda-
ran kasus tindak pidana penyalahgunaan obat (dalam bentuk
tabel, diagram dan grafik). Analisis hubungan dilakukan den-
gan metode Korelasi Spearman untuk mengetahui faktor ma-
na saja yang memiliki korelasi hubungan kasus tindak pidana
kejahatan penyalahgunaan obat. Hipotesis pada penelitian ini
yaitu : Hipotesis I : - H0 : Tidak ada korelasi antara jenis ko-
moditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan
faktor umur pelaku. - H1 : Ada korelasi antara jenis komoditi
obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat dengan faktor
umur pelaku. Hipotesis II : - H0 : Tidak ada korelasi anta-
ra jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan
obat dengan faktor latar belakang pekerjaan pelaku. - H1 :
Ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana

penyalahgunaan obat dengan faktor latar belakang pekerjaan
pelaku. Hipotesis III : - H0 : Tidak ada korelasi antara jenis
komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan obat den-
gan faktor tingkat pendidikan pelaku. - H1 : Ada korelasi an-
tara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalahgunaan
obat dengan faktor tingkat pendidikan pelaku. Tolak hipo-
tesis nol (H0) apabila nilai signifikansi (P-value) <0.05 dan
terima hipotesis nol (H0) apabila nilai signifikansi (P-value)
>0.05.

3.HASIL

3.1 Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasar-
kan Komoditi Obat

Bagian Data hasil Penindakan tindak pidana penyalahgu-
naan obat di wilayah Provinsi Bali yang ditangani petugas
BBPOM di Denpasar dan Kantor Loka Buleleng (sebagai
penyidik dan atau ahli) menunjukkan bahwa komoditi OOT
(89,47%) mendominasi dibandingkan dengan komoditi psi-
kotropika (10,53%) (Tabel 1). OOT yang marak beredar di
wilayah provinsi Bali adalah jenis Triheksilfenidil HCl yang
dikenal dengan sebutan “pil double L” atau “Pil Y”. Ha-
sil penelitian ini sama dengan Solikin (2023) yang menya-
takan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini popularitas
penyalahgunaan obat OOT (Triheksilfenidil HCl ) di kalan-
gan sebagian masyarakat. Obat tersebut diklasifikasikan se-
bagai obat keras yang wajib menggunakan resep dokter. Tan-
pa adanya penggunaan yang sesuai dengan dosis, prosedur
penggunaan, serta peringatan yang diberikan, jenis obat ini
dapat beresiko pada kesehatan. Penggunaan jenis obat ini
yang tidak tepat dosis dapat memicu terjadinya ketergantun-
gan. Terjadinya kecanduan terhadap obat tersebut dikarena-
kan menghasilkan efek samping khas yang berupa relaksasi.
Adanya sensasi ketenangan ini berperan sebagai sebab men-
gapa penyalahgunaan obat pil double L semakin mening-
kat. Hasil penelitian juga diperkuat oleh penelitian Ningsih
(2023) bahwa penyalahgunaan OOT (Tramadol) semakain
meningkat dalam beberapa tahun di kabupaten Bima.

Mudahnya akses dalam mendapatkan obat golongan OOT
ini, baik secara daring maupun pembelian secara langsung
di sarana-sarana ilegal turut berkontribusi dalam peningka-
tan penyalahgunaan OOT ini. Selain itu, masih belum dima-
sukkannya jenis obat-obatan tersebut ke golongan Psikotro-
pika, menyebabkan proses penegakan hukum yang dilaku-
kan tidak dapat mengacu pada UU No 5 Tahun 1997 ten-
tang Psikotropika, melainkan mengacu pada UU Kesehatan.
Upaya pemerintah sebagai regulator, dalam upaya menurun-
kan tindak pidana kejahat obat ini adalah dengan merevisi
ancaman hukuman pada pelaku pelanggaran tindak pidana
obat pada UU Kesehatan. Pada UU No 36 Tahun 2009 ten-
tang Kesehatan pasal 196 menyebutkan ancama pidana pen-
jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling ban-
yak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pi-
dana tersebut direvisi pada UU No 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan dimana ancaman pidananya meningkat menjadi
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000.00O,00 (lima miliar ru-
piah). Harapannya, dengan peningkatan ancaman hukuman
tersebut dapat menimbulkan efek jera sekaligus sebagai upa-
ya preventif dalam menurunkan angka tindak pidana penya-
lahgunaan obat jenis OOT tersebut.

tabel 1
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Gambar. 1: Konsep Rancangan Penelitian

TABEL 1: JENIS KOMODITI OBAT DAN FREKUENSI

Jenis Komoditi Obat Frekuensi Persentase (%) Kumulatif Persentase (%)

OOT 17 89,47 89,47
Psikotropika 2 10,53 100
TOTAL 19a 100 –

*Data periode Januari 2021 – Februari 2024.

3.2 Sebaran Faktor Personal Pelaku Tindak Pidana
Penyalahgunaan Obat
Faktor Umur

Mengacu pada data BPS (2022), pengelompokan umur di-
kelompokkan sebagai berikut: kelompok 1 : 20-24 tahun, ke-
lompok 2 : 25 - 29 tahun, kelompok 3 : 30-34 tahun, ke-
lompok 4 : 35-39 tahun, dan kelompok 5: 40-44 tahun. Se-
baran kelompok umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan
obat di wilayah provinsi Bali relatif berimbang pada kelom-
pok umur (25-29 tahun) dan (30-34 tahun) dengan persenta-
se 26,3%. Kelompok umur 40-49 tahun memiliki persentase
menengah yaitu 10,5%. Kelompok umur pelaku tindak pi-
dana penyalahgunaan obat terendah terdapat pada kelompok
umur 35-39 tahun (5,26%). Sedangkan persentase kelompok
umur pelaku ada pada kelompok umur 20-24 tahun mendu-
duki kelompok umur dengan persentase tertinggi sebagai pe-
laku tindak pidana penyalahgunaan obat (Gambar 2). Menu-
rut Ayu et al. (2020), World Health Organization mendefeni-
sikan remaja sebagai individu yang berusia 10-19 tahun, se-
dangkan di Indonesia terdapat beberapa batasan usia remaja
diantaranya yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.
25 tahun 2014 bahwa remaja merupakan kelompok usia 10-
18 tahun dan menurut BKKBN Rentang usia remaja adalah
10-24 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, hasil pe-
nelitian ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelom-
pok usia dengan persentase tertinggi sebagai pelaku tindak
pidana penyalahgunaan obat.

Hasil penelitian ini selaras dengan Resandi (2014) yang
menyatakan bahwa penyalahgunaan obat tersebut belakan-

gan ini semakin digemari oleh remaja dan orang dewasa.
Periode remaja adalah suatu masa unik dalam fase kehidu-
pan manusia, di mana seorang yang telah memasuki usia re-
maja memiliki beberapa ciri karakteristik yang khas. Terkait
keunikan tersebut, remaja dituntut untuk mampu beradapta-
si dengan baik terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.
Namun tidak semua remaja mampu melakukan penyesuaian
diri tersebut dengan baik. Kematangan emosi remaja sangat
terkait dengan penyesuaian diri tersebut (Usop, 2013). Adan-
ya proses penyesuaian diri menempatkan remaja pada satu
fase dimana sikap dan prilakunya akan sangat tergantung pa-
da perkembangan lingkungan sekitar. Perkembangan tekno-
logi memundahkan akses informasi, baik yang bersifat po-
sitif maupun negatif. Ketidakmampuan memfilter informasi
dan kematangan emosi yang belum stabil tersebut dapat ber-
kontribusi dalam pilihan remaja untuk melakukan tindak pi-
dana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan komoditi obat
tersebut.

Faktor Jenis Pekerjaan
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jenis peker-

jaan pelaku dapat dikelompokan menjadi 3 jenis, yaitu Bu-
ruh kasar, Karyawan, dan Wiraswasta. Pengelompokan bu-
ruh kasar meliputi buruh bangunan, buruh serabutan, buruh
perkebunan dan buruh tani. Kelompok karyawan disini di-
definisikan sebagai jenis pekerjaan pada satu bidang usaha
yang membutuhkan kemampuan tertentu, dalam hal ini me-
liputi sopir, penjaga toko/outlet, dan admin sector swasta. Je-
nis pekerjaan wiraswasta disini didefinisikan sebagai seseo-
rang yang menjalankan usaha tertentu dan sekaligus seba-
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Gambar. 2: Persentase Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasarkan Umur Pelaku

gai pemilik dari usaha tersebut. Diperoleh hasil bahwa jenis
pekerjaan Buruh kasar menempati peringkat tertinggi seba-
gai pekerjaan dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan obat
(57,9%), disusul kemudian karyawan (31,6%) dan terendah
ada pada jenis pekerjaan wiraswasta (10,5%) (Gambar 3).
Dari data tampak penurunan yang konsisten dengan semakin
tingginya status dari jenis pekerjaan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung bahwa Resandi (2014)
bahwa jenis pekerjaan masyarakat dari kalangan bawah (bu-
ruh kasar) memiliki persentase tertinggi. Harga yang relatif
lebih murah dibandingkan dengan sediaan psikotropika atau-
pun narkotika, jenis obat OOT ini menjadi pilihan bagi para
pekerja buruh kasar untuk mendapatkan sensasi stamina yang
semakin kuat bila menggunakan obat tersebut.

Faktor Tingkat Pendidikan
Faktor tingkat pendidikan dikelompokkan berdasarkan da-

ta tingkat pendidikan formal yang telah ditamatkan oleh pela-
ku. Dalam penelitian ini, dikelompokan menjadi 4 kelompok,
yaitu Tidak Tamat SD, Tamat SD, Tamat SMP, dan Tamat
SMA (sederajat). Hasil sebaran frekuensi menujukkan hasil
yang cukup merata pada tingkat SD dan SMP sebesar 26,3%
dan SMA sebesar 36,8%. Persentase kelompok tingkat pen-
didikan terendah ada pada kelompok yang tidak menamat-
kan pendidikan Sekolah Dasar (Gambar 4). Hasil ini sedi-
kit berbeda dengan hasil penelitian Priescisila (2016) yang
menyatakan bahwa tingkat pendidikan SMP merupakan yang
paling tinggi terkait dengan penyalahgunaan OOT (Trihek-
silfenidil) dengan persentase 50,0% dan tingkat pendidikan
SMA sedikit dibawahnya sebesar 31,3%. Tingkat pendidi-
kan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tinggi
atau rendahnya kesadaran hukum seseorang. Selain itu, per-
lu juga adanya rasa tanggung jawab, akhlak, dan control diri
yang baik untuk menghindari tindakan dan perbuatan yang
cenderung untuk bertentangan dengan hukum (Widarukmi,
2020). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa ti-
dak ada tingkat pendidikan tertentu yang konsisten dominan
terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan obat.

4. PEMBAHASAN
Analisis crosstab yang dilakukan dengan menyajikan dua

variabel atau lebih dalam satu matriks ditujukan untuk me-
lihat hubungan antar variabel tersebut dalam satu tabel. Da-
lam hal ini, tabulasi yang dilakukan adalah antara variabel

komoditi obat dengan ketiga faktor personal (umur, jenis pe-
kerjaan, dan tingkat pendidikan). Diperoleh hasil sebagai be-
rikut:

1. Crosstab Jenis Pekerjaan dan Umur (Jenis peker-
jaan – Umur): persentase tertinggi pada kelompok
umur (20-24 tahun) dengan jenis pekerjaan buruh kasar
(21,05%). Persentase yang tinggi tersebut mengindika-
sikan bahwa kombinasi jenis pekerjaan (buruh) dan fak-
tor umur (20-24 tahun) berkontribusi signifikan terha-
dap tindak pidana penyalahgunaan obat.

2. Crosstab Umur dan Tingkat Pendidikan (Umur –
Tingkat Pendidikan): persentase terdistribusi merata
di dua persentase, yaitu 5,26% dan 10,52% (tidak terda-
pat persentase dengan nilai menonjol). Dari hasil pene-
litian tersebut diketahui bahwa kombinasi faktor umur
dan tingkat pendidikan tidak memiliki kontribusi yang
signifikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat.

3. Crosstab Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan
(Jenis Pekerjaan – Tingkat Pendidikan): persentase
tertinggi ada pada kelompok jenis pekerjaan buruh den-
gan tingkat pendidikan SD dan SMP (21,05%). Hasil
penelitian ini sesuai dengan Thaha (2016) yang men-
yatakan bahwa tingkat pendidikan buruh pelaku tindak
pidana penyalahgunaan obat relatif merata dari tingkat
pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Dari analisis crosstab diperoleh hasil bahwa faktor jenis
pekerjaan (buruh) kombinasinya dengan faktor lain cende-
rung memberikan nilai persentase yang tinggi. Hal ini sesuai
dengan hasil sebaran frekuensi sebelumnya bahwa jenis pe-
kerjaan buruh adalah faktor yang memiliki sebaran frekuensi
tertinggi dibandingkan dengan faktor lain (Tabel 2).

Analisis non-parametrik dengan korelasi Spearman (pada
tingkat kepercayaan, P = 95%) dilakukan untuk mengetahui
keterkaitan hubungan antar variabel di atas. Koefisien korela-
si Spearman antara komoditi obat dengan tingkat pendidikan
sebesar 0,03 (< α 0,05) yang berarti tidak terdapat korela-
si hubungan antara komoditi obat dengan tingkat pendidikan
(Tabel 2).

Hasil penelitian ini mendukung Resandi (2014) yang men-
yebutkan bahwa keterlibatan kasus terhadap penyalahgunaan
obat berbahaya ini tidak mengenal tingkat pendidikan. Hal
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Gambar. 3: Persentase Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasarkan Jenis Pekerjaan

Gambar. 4: Persentase Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL 2: CROSSTAB FAKTOR PERSONAL DENGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT

Crossstab Umur (%)

Jenis Pekerjaan 20-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun

Buruh kasar 21,05 15,79 15,79 5,26 0
Karyawan 10,52 10,52 10,52 0 0
Wiraswasta 0,00 0,00 0,00 0 10,52

Crossstab Tingkat Pendidikan (%)

Jenis Pekerjaan Tidak tamat SD SD SMP SMA

Buruh kasar 10,52 21,05 21,05 5,26
Karyawan 0,00 0,00 5,26 5,26
Wiraswasta 0,00 5,26 0,00 5,26

ini mengindikasikan bahwa semua tingkat pendidikan memi-
liki peluang yang sama untuk terkait dan terlibat dalam kasus
tindak pidana penyalahgunaan obat. Nilai koefisien korelasi
antara 0,51-0,75 menunjukkan terdapat hubungan yang kuat,
sedangkan nilai koefisien korelasi antara 0,76-0,99 menun-
jukkan bahwa hubungan yang sangat kuat antara kedua varia-
bel (Hinkle et al., 2003). Nilai korelasi yang positif mengin-

dikasikan bahwa semakin tinggi tingkatan faktor personal,
maka semakin tinggi tingkatan komoditi obat yang disalah-
gunakan.

Koefisien korelasi antara komoditi obat dengan umur pe-
laku sebesar 0,551 yang berarti terdapat hubungan korela-
si antara komoditi obat dengan faktor umur. Hal ini berse-
suaian dengan sebaran frekuensi sebelumnya bahwa tindak
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TABEL 3: HASIL ANALISIS HUBUNGAN (KORELASI SPEARMAN) FAKTOR INTERNAL DENGAN TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN OBAT

Faktor Personal Sig. (2 tailed) Correlation Coefficient Keterangan

Umur 0,014 0,551 *b
Jenis Pekerjaan 0,006 0,604 **c
Tingkat Pendidikan 0,894 0,033

Keterangan: b * : correlation is significant at 0.05 level ; c ** : correlation is significant at 0.01 level.

pidana penyalahgunaan obat terkait erat dengan kelompok
umur yaitu kelompok usia remaja (20-24 tahun). Hal ini se-
suai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Situmeang
(2021) yang menyatakan bahwa perilaku anak-anak remaja
ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya kon-
formitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan
remaja berusia 21 tahun.

Demikian pula, hubungan korelasi paling kuat ditunjukkan
pada analisis korelasi antara komoditi dengan jenis peker-
jaan, dengan nilai koefisien korelasi 0,604. Hal ini dapat dije-
laskan, sesuai dengan sebaran frekuensi dan crosstab bahwa
jenis pekerjaan (buruh) memiliki kontribusi yang kuat terkait
dengan tindak pidana penyalahgunaan obat komoditi OOT.
Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Thaha et al. (2016) yang menyatakan bahwa fenomena
penyalahgunaan obat oleh kalangan buruh di wilayah Makas-
sar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kebutuhan
bekerja agar tidak merasa lelah. Fenomena ini juga terjadi di
Bali dan patut untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna
menurunkan tingkat penyalahgunaan obat tersebut.

Dari keseluruhan hasil analisis, diketahui bahwa hipotesis
pertama dan kedua (H1 diterima), yang berarti terdapat kore-
lasi antara jenis komoditi obat pada tindak pidana penyalah-
gunaan obat dengan faktor personal umur dan jenis pekerjaan
pelaku. Di sisi lain, hipotesis ketiga (H1 ditolak) yang berar-
ti tidak ada korelasi antara jenis komoditi obat pada tindak
pidana penyalahgunaan obat dengan faktor personal tingkat
pendidikan pelaku.

Kajian terkait faktor personal pelaku terhadap tindak pida-
na penyalahgunaan obat ini akan semakin komprehensif bila
dilakukan pula terhadap wilayah lain di Indonesia sehingga
dapat dilakukan analisis lebih lanjut terkait hasil yang saling
menguatkan maupun memiliki kekhasan atau perbedaan ter-
tentu. Selain itu, adanya kajian terhadap faktor sosial pela-
ku tindak pidana penyalahgunaan obat dapat dikolaborasikan
dengan faktor personal dan akan melengkapi kajian yang su-
dah ada sebelumnya.

Badan POM, selaku institusi yang menjalankan fungsi pe-
merintah dalam melakukan pengawasan obat yang beredar
di Indonesia, perlu menyusun suatu upaya preventif terhadap
faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana penyalah-
gunaan obat berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan
di wilayah provinsi di Indonesia. Dengan melakukan kom-
pilasi pada hasil kajian-kajian tersebut, dapat disusun suatu
rancangan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sek-
tor terkait (pemerintah daerah dan aparat penegak hukum)
sehingga dapat mewujudkan upaya preventif yang efektif,
efisien, dan tepat sasaran.

5. KESIMPULAN
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan

bahwa komoditi OOT merupakan komoditi obat yang paling
sering disalahgunakan dalam tindak pidana penyalahgunaan
obat selama kurun waktu 2021 sampai dengan Februari 2024,
dengan faktor personal pelaku tindak pidana yang dominan
yaitu kelompok umur 20-24 tahun, jenis pekerjaan buruh,
dan tingkat pendidikan SMA. Terdapat korelasi antara komo-
diti obat tindak pidana ini dengan faktor umur pelaku dan je-
nis pekerjaan. Faktor umur yang paling terkait dengan tindak
pidana penyalahgunaan obat adalah kelompok remaja (20-24
tahun) dan faktor jenis pekerjaan buruh. Tidak adanya hubun-
gan pada faktor tingkat pendidikan, mengindikasikan bahwa
jenjang pendidikan manapun, mempunyai peluang yang sa-
ma untuk terpapar tindak pidana penyalahgunaan obat.
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